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BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk mengelola Penerimaan Negara Bukan
Pajak Badan Standardisasi Nasional dengan baik,
perlu menyusun suatu standar operasional prosedur;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Standardisasi Nasional tentang Standar
Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak
Badan Standardisasi Nasional;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997
tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52
Tahu 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3760);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999
tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3871);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000
tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4020);
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Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4353);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005
tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4500);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007
tentang Tarif dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4781);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran,
dam Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4995);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010
tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas
Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 42);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013;



Menetapkan
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15. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012
tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi
Nasional,;

16. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang
Organisasidan Tata Kerja Badan Standardisasi
Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir =~ dengan  Peraturan  Kepala Badan

Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG  STANDAR  OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN
STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal 1
Menetapkan perubahan Standar Operasional Prosedur
Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi
Nasional pada  Badan Standardisasi  Nasional
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala inii

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
R Ty 30 November 2016




LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR

: 10 Tahun 2016

TANGGAL: PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN
STANDARDISASI NASIONAL

No . Petugas Bendal.'nara Atasan . Biro PKT Kuasa Kementrian
Uraian Penatausahaan Penerima Langsung/Pejabat Pengguna
Keuangan
Layanan Struktural/Kapus Anggaran
1 | Petugas Penatausahaan Layanan P
. . engumpulan

mengumpulkan bukti penerimaan PNBP, Bukti PNBP

seperti bukti penerimaan ke Kas Negara
2. | Petugas Penatausahaan Layanan mengisi dan Penyusunan Laporan

mencatat penerimaan PNBP di Laporan Penerimaan

Penerimaan Pembayaran Layanan PNBP di Pembayaran

. . . Layanan/LP2L PNBP

masing-masing pusat setiap bulannya.
3. | Kepala Pusat Laporan hasil rekonsiliasi antara

bendahara  penerima dengan  petugas v v v

penatausahaan masing-masing layanan kepada LP2L PNBP LP2L PNBP LP2L PNBP

KPA dan ditembuskan kepada Deputi
4. | Bendahara Penerima menyusun LPJ / Laporan

PNBP Bulanan [ Penyusunan LPJ BP }
5. | Bendahara Penerima menyampaikan LPJ / c 7

el Bp W-PJ ep

Laporan PNBP ke Atasan Langsung dan
Kementrian Keuangan




6. | Atasan  Langsung Bendahara  Penerima o
enyusunan

3.»3&:: Laporan PNBP Bulanan dan Laporan PNBP
Triwulan

7. | Atasan  Langsung Bendahara Penerima ¥
menyampaikan LPJ / Laporan PNBP ke Kuasa Laporan Lapordn
Pengguna Anggaran, Biro PKT dan Kementrian PNBP PNBP
Keuangan

8. | Biro PKT melakukan penelitian dan pencocokan

pencatatan PNBP (LPZL PNBP dan LPJ) untuk
dicatat dan dikonsolidasikan ke Laporan
Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran)

Kansolidasi
PNBP




LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN STANDARDISASI NASIONAL

JASA AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI

4 4 4
Pusat Layanan Akreditasi Bagian Administrasi Pendapatan
Pemohon - e PPK/ BPP/ = ST
NO URAIAN Akreditasi Sekretariat K:kNr;:g:'gas Layanan Penataugaan Petugas SPM Bendahara Penerima Langsung Bend. Kas Negara
1 — -
1 |Pemohon akreditasi KAN yang mencakup permohonan awal, re-
akreditasi dan penambahan ruang lingkup akreditasi, dapat Pendaftaran
menghubungi Sekretariat KAN terkait: Permohenan
Akreditasi Awal
Untuk permohonan akreditasi Lembaga Sertifikasi : melalui KANMIS
Pus: itasi Lem Sertifikasi
Gd. | BPPT Lantai 14, JI. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, Telp : i
021 3927422, Fax : 021 3927527, Website : www.bsn.go.id penyemokumen d
formulir permohonan

PERMOHONAN AKREDITASI

- Pemohon akreditasi / Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) akan
mendapatkan dokumen serta formulir permohonan akreditasi yang
relevan melalui KAN Manajemen Informasi System (KANMIS)

- LPK menerima surat tagihan pembayaran biaya permohonan
akreditasi via Online (KANMIS)

- Jangka waktu surat tagihan adalah 10 hari kerja, terhitung dari
tanggal surat tagihan. Apabila LPK tidak membayar sampai dengan
batas waktu yang ditentukan, maka permohonan dianggap batal.




LPK membayar biaya permchonan akreditasi sesuai dengan tagihan
yang dibuat secara otomatis oleh aplikasi KAN Management
Information System (KANMIS). Pembayaran dilakukan melalui
Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). LPK akan
menerima kode billing (berlaku 7 hari) dari Sekretariat KAN . Setelah
menerima kode billing tersebut LPK diwajibkan membayar ke nomor
billing tersebut. Bukti bayar tersebut di upload di KANMIS LPK
menerima “password" untuk dapat login ke KANMIS dan mengunggah
seluruh dokumen dan rekaman yang dipersyaratkan oleh KAN.

- Petugas Penatausahaan Layanan mencatat tagihan dan bukti
transfer permohonan akreditasi.

- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan surat
tagihan sesuai rekapitulasi aplikasi SIMPONI yang diberikan oleh
Bendahara Penerimaan sebagai dasar rekonsiliasi

Catatan:

- Pembayaran melalui LS hanya dapat dilakukan terhadap LPK
pemerintah dengan menyerahkan surat pernyataan LS.

Pengisian formulir
akreditasi

i

Permintaan Kode
Billing

Pembayaran
Permohonan
Akreditasi melalui
SIMPONI

}

Konfimnasi
Pembayaran

Penerbitan Kede

Billing

v

Submit dokumen LPK

Menerima konfirmasi
pembayaran

v

Password approval untuk
Login ke "KANMIS®

Pengecekkan Status
Pembayaran
(SIMPONI)

Validasi/Ok

Rekonsiliasi data tagihan dan data bukti

bayar (bukti

transfer dan data bayar
SIMPONY)




- Sekretariat KAN melakukan audit kelayakan/tinjauan permohonan

v

untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan kemampuan KAN dalam P"MK‘:l"m" Audit
melaksanakan jasa akreditasi yang diminta. Permchonan akreditasi ayakan
hanya berlaku selama 1 tahun setelah dokumen diterima. Jika hasil
audit kelayakan tidak dapat diselesaikan dalam 1 tahun, maka tidak )
permohonan dinyatakan gugur dan biaya permohonan yang telah Melengkapi dokumen mm
dibayarkan tidak dapat ditarik. \
ya
- Bila LPK memeriukan pra-asesmen (bersifat sukarela), dapat oertat
mengajukan permochonan pra-asesmen ke KAN. Pengajuan P:nesmen w:,m
- KAN akan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan permohonan Pra- M pelaksanazn, dan tagihan
menginformasikan tim asesmen dan waktu pelaksanaan serta asesmen biaya pra-asesmen
penetapan biaya pra-asesmen. Pelaksanaan pra-asesmen dilakukan
oleh personel yang ditunjuk oleh KAN. Permintaan Kode |
-s?“;apyg ':lra-asesmen ditransfer ke Kas Negara melalui aptikasi Biling Ve ey Rekonsifiasi data tagihan dan data bukti
v s/  Penoibian bayar (bukli transfer dan data bayar
- Petugas Penatausahaan layanan mencatat tagihan dan buki wiﬂ"’;_/ SIMPONI)
transfer pra-asesmen. Pembayaran H
- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan surat |
tagihan sesuai rekapitulasi aplikasi SIMPONI yang diberikan oleh ,
B . . B o ey Menerima safinan
endahara Penerimaan sebagai dasar rekonsiliasi > p;:nﬁkaﬂ Surat Taghan

Pelaksanaan

&
Pra-asesmen <




Pusat Layanan Akreditasi PPK/ BPP/ Bagian Administrasi Pendapatan Bank P
URAIAN Pemohon Akreditasi | g eyretariat KAN Petugas Layanan Akreditasi Petugas;‘;’a‘:‘::“ma“ Patugas SPM Bendahara Penerima e pargound | fKas Negara
ASESMEN AWAL/ RE-ASESMEN
- Audit Kecukupan ditakukan setelah tahap 4 dilalui, yaitu
pemeriksaan dokumen yang telah diserahkan ke Sekretariat KAN l
terhadap kesesuaiannya dengan persyaratan akreditasi. Apabila hasil Pembeniuken dan
audit kecukupan sudah dianggap lengkap, maka dilanjutkan ke tahap . pemberitahuan tm asesmen, Penaroian
Asesmen awal. v waklu pelaksanaan dan ena
- Sebelum pelaksanaan Asesmen awal, akan diinformasikan tim taghanbiayaasesmen | | /TN L) aea..l] »

asesmen, waktu pelaksanaan asesmen lapangan dan tagihan biaya
asesmen dikiimkan sebelum pelaksanaan

- LPK dapat mengajukan keberatan atas tim dan waktu pelaksanaan
asesmen dengan alasan yang jelas.

- Biaya asesmen dibayarkan ke Kas Negara melalui kode billing
yang dibuatkan oleh Sekretariat KAN dan konfirmasi pembayaran
tersebut ke Sekretariat KAN.

- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan surat
tagihan sesuai rekapitulasi bukti bayar aplikasi SIMPONI yang
diberikan oleh Bendahara Penerimaan sebagai dasar rekonsiliasi
- Pemohon membuat surat pemyataan pembayaran LS untuk

/ Kode Billing

‘ 3 | Verifikasi Pembayaran

ot oo wowrn  womnss  w—

o s ot o o o—— — —— o—— o)

diserahkan kepada Bendahara Penerima melalui sekretariat KAN 1<|.s> . pem;::ﬁnm I
- Setelah pebayaran dari KPPN diterima Bendahara Penerima '
menyetorkan ke Kas Negara Melalui aplikasi SIMPONI l
Penyetoran
SSBP ke
Kas Negara
l..._.——........ _..___._._..._.-_..._-.....___—-—.—..—-...——-—.-—.—-————_.——-J J
- Selain asesmen lapangan di LPK, dapat sekalian dilakukan
penyaksian asesmen (witness) di LPK (ada penettapan tim witness Pelmbuatan Kode
dan penagihan biaya witness) / Survaien. gilling
Pelaksanaan
Asesmen Lapangan
- Jika KAN tidak memberikan akreditasi, maka LPK berhak _
mengajukan banding dengan disertai bukti dan alasan, pengajuan Pemberian
selambatnya 1 bulan sesudah keputusan KAN.
Ya
Pemberian Sertifikat

itasi& Penagihan luran

Tahunan




Pusat Layanan Akreditasi PEK/ BPP) Bagian Administrasi Pendapatan Bars Persepsi
NO URAIAN Pemohon Akreditasi | . anrp etugas L Alroditasi ng...ow.“ _ﬂﬂsa”crﬁa Petugas SPM Bendahara Penerima ﬂwﬁhﬁﬂn iKas Negara
SURVAILEN DAN IURAN . T | =R R - R S
9 |- Selama 4 tahun masa akreditasi, KAN akan melaksanakan Survailen @
yang terjadwal sebanyak 2 kali. Mamun dapat ditambah Survailen
lidak rutinftidak terjadwal apabila diperlukan selama masa akreditasi. Pembealikan dan
Sebelum pelakisanaan akan diinformasikan tim survailen, waktu Perselujuan -~ hsmaeﬂmﬁw__%m%: uﬂmﬁﬂ?
pelaksanaan dan penetapan biaya. LPK dapat mengajukan keberatan timdanwakly " - biaya 2sesmen dan luran - -
atas lim dan waktu pelaksanaan survailen. ahran T/ Pensibilan . - age_auwe___w:
- Biaya survailen dibayarkan ke Kas Negara melalui Aplikasi Koda Billing mﬁmaﬂngmﬁ.
SIMPONI dan konfirmasi pembayaran ke Sekretariat KAN. -
- Petugas Penatausahaan Layanan menyerahkan salinan surat ﬂ_ﬁﬁﬁ”uhn_ﬁ% _
tagihan sesuai rekapitulasi bukti bayar aplikasi SIMPON| yang m%an siMPont |1 4
diberikan olch Bendahara Penerimaan sebagai dasar rekonsiliasi T Varwos] Rekonsfiasi
- luran tahunan ke-2 ditagihkan bersamaan dengan penagihan biaya > Pembayaran - Surat Tagihan
survailen ke-1. luran tahunan ke-3 dan ke-4 ditagihkan bersamaan + bukti bayar
dengan penagihan biaya survailen ke-2, - SINFOMI
"- Ketentuan mengenai pengalihan dan pembatalan biaya surveilen
sama dengan pengalihan dan pembatalan biaya asesmen _
Pelaksanaan survailen | | Persiapan survallen - m
|
N E—— !
Catatan |

Perhitungan cut-off pada akhir tahun untuk :
Akreditasi/re-akredilasi, pelaksanaan kegiatan diangpap selesai apabila telah dilaksanakan asesmen lapangan.

1
2

luran tahunan; perhitlungan pembebanan iuran sejak tanggal sertifikat akreditas diterbitkan adalah sebagai berikut

- Tanggal serifikat akreditasi terbit sekitar tanggal 1 - 15, maka perhitungan dianggap masuk 1 (satu) bulan di tahun berjalan.
- Tanggal sertifikat akreditas! terbit sekitar tanggal 16 - 31, maka perhitungan dianggap masuk 1 (satu) bulan di tahun benkutnya.




LAMPIRAN Il

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISAS!I NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN STANDARDISASI NASIONAL

JASA AKREDITASI LABORATORIUM DAN LEMBAGA INSPEKS!

A4

Pusat Layansn Baglan

NO URAIAN Pemohon Akreditasi Petugss Penatsusshasn

Sekretarist KAN/ Petugas Layansn Akreditasi Layanan Bendehars Penesima

Pusal Akrediasi taboratortum ¢an Lembega Inspekst
Gd. | BPPT Lantzl 14, JI. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, Telp : 021
3927422, Fax : 021 3927527, WebsHe : www.bsn.go.id

PERMOHONAN AKREDITASI

F] [0 Penilgian LPK) ekan
Boaan&_c_: dokumen serta fonmullr pecmohonan akreditasi yang celevan

i System (KANMIS)

- LPK surat tagihan biaya via
Online (KANMIS)

- Jangka waktu surat tagihan adalah 10 hari kerja, terhitung derd tanggal surat
tagihan. Apabila LPK tidak membayar sampai dengan batas waktu yang
ditentukan, maka permohonan dianggap batal.

3 [LPK blaya sesual dengan tagihan yang dibuat
secara ctomatis oleh aplikasi KAN Management Information System (KANMIS).
Pembayaran harus EEE_S: o.o: -.vx Bo_n_..._ >!=Sm_ m_noa 583..3. vzmv
Online (SIMPONI). L
EE....IA :-Eu :.aa«naunﬁw: a:.a_ g«wq _6 Mo.:a.nan. x>z
untuk dilakukan validasi atas bukti bayer LPK

untuk dapat login ke KAN-MIS dan mengunggeh 33:5 ns..

yang yang meny

Petugas P Layanan tegihan dan bukti transfer
permohonan akreditasi,

Petugas F Layanan salinan surat .nc&w: sesugi
rekapitulasi apitkas! SIMPONI yang oteh

sebagai dasar rekonsiliasi

Pembayaran melatui LS hanya dapat ditakukan terhadap LPK pemerintah
dengan y surat pemny LS

4 |- KAN audit )1 untuk
i den KAN dzlam

jasa ekreditasi yang diminta,

5 |- BilaLPK depat
permohonan v_d.ouom_.:oa ke KAN.

- KAN akan menindaklanjutl permohonan tersebut dengan
tim asesmen dan waktu serta biaya pr

ot vt o o oy SPO

oleh yang ditunjuk oleh KAN.
w§ ﬂiﬁuona.a: ditransfer ke Kas Negara melatul aplikasi SIMPON!
{bukti p ke KAN).
- Petugas P layanan tagihan dan bukti transfer pra-
asesmen.

Menerima saiingn
Surat Taghen

Layanan salinan surat tagihan
aan..i_ rekapitutas! aptikas) SIMPONI yang diberikan oleh Bendahara
Penerimazan sebagal dasar rekonsitiasi




Pusat Layanan Akreditasi

Bagian Administrasl Pendapatan

Bank Persepti
NO| URAIAN Pemohon Akreditesi s KAN/P Petugas Pentausshaan Bendahara Penerima A:m MXas Negara
[~ [ASESMEN AWALI RE-ASESMEN
8 {- Audit Kecukupan dilakukan sete!ah tahap 4 ditalui, yaitu pemeriksaan dokumen
Sistem Manajemen Mutu LPK yang telah diserahkan ke Sekretariat KAN
Apabila hasil audit
sudeh dianggap lengkap, maka dilanjutkan ke tahap Asesmen awal.  perrberiztuzan B usecmen,
- P awal, akan diinformasikan tim asesmen, weklu| iy friweavh ‘menecima saliran
dan tagihan biaya asesmen dikirimkan sebefum . - :
oy Rekoosrsi
3] Venerima bt baywr | l
dianggap hanqus. 3 | Retonsiad -
- LPK dapat mengajukan keberatan atas tim dan waklu pelaksanaan asesmen s:ﬂ:;“
alasan yang jelas. . PO
- Blaya asesmen dibayarkan ke Kas Negara melatul Aplikasi SIMPON) dan
buktl bayar diserahkan ke Sekretariat KAN. Menysrpaikan busdl
- 2 i berlaku selama 1 tahun seial k by
- Petugas P Layanan tagihan dan bukti transfer asesmenj
awal/re-akreditasi
- Petugas F ranan salinan surat tagi
sesual rekapitulasi bukti bayar apiikasi SIMPONI yang diberikan oleh Petokanaan Aseames | | Parciapan
B f bagai dasar rekonsiliasi pengen Asesmen Lapengan
- F surat P LS untuk di P
B hara P melalui iat KAN
- Setelgh dari KPPN diterima 8 ke

Kas Negara Melalui aplikasi SIMPONI




Pusat Layanzn itasi Bagian Persepci
NO URAIAN Pemohon Akreditasi i R Pombukezan Atssan K
Sekrotarizt KAN Petugzs Layanan Akrediasi | P98 Bendahara Penerima el Ll
[SURVAILEN DAN [URAN
7 |- Selama 4 tahun masa KAN akan Survailen yang
terjadwal sebanyak 2 kali. Namun dapat ditambah Survailen tidak rutinftidak lm J ?
terjadwal apabita dipertukan selama masa Terbentdan 6n
akan tim survailen, waktu dan biaya. P . &
LPK dapat mengajukan keberatan aias tim dan wakiu pelaksanaan survaiten. tmdenwakts s~ don tagiv o
- Biaya survailen dibayarkan ke Kas Negara melatui Aptikasi SIMPONI dan bitya asesmen suret taghan ©
bukti bayar diserahkan ke Sekretariat KAN, Ya Rekonsiiasi
- Petugas Penatzusahaan Layanan menyerahkan salinan surat tagihan -
sesual rekapitulasi bukti bayar aptikas| SIMPONI yang diberikan ofeh Fembogaran baya
18 F dasar rekonsiliasi apiari SIMPONI fuf A |
- dyran tahunan kot dan ke-2 ditagi dengan penagihan biaya Rekengtasi:
survailen ke-1. turan tahunan ke-3 dan ke-4 ditagihkan bersamaan dengan - Surat Taghan
biaya survailen ke-2. Menyampaken bukl - bukdibayar
- K j ihan dan biaya surveilen sama bayw - SRIPON
dan biaya
Pelaksanasn survailen l Persiagan sunvailen
U1 PROFISIENSI f—'—\
8 |- Sefiap tahun KAN (Pusat il dan Lembaga Inspeksi) A\ J
ggerakan program Ui F i dengan contoh uji yang — menecima safnan
akan UjiE ) dalam program uji profisi s Pengisan suraltaghan:
adatah wajib bagi yang telah pendaftaren Relonsitasi
- Biaya F Uji F dib ke Kas Negara melalui
Aplikasi SIMPONI dan bukti bayar diserzhkan ke Sekretariat KAN. Pemb nbexya | i
- Petugas F Layanan y salinan surat tagihan R pven
sesuai rekapitulasi bukti bayar aplikasi SIMPONI yang diberikan oleh . mn’n‘n
{8 F dasar rekonsitiasi ~ bukb bayar
- Jika setelah diri/batal - SINPONI
ikuti uji p maka biaya pendaftaran yang telah dibay
tidak dapat ditarik kecuzli Biaya p tidek
dapat diatibkan untuk membayar biaya akreditasi lainnya.
Lapcren Uj Profiiensi ) evwmemrery Peizksanem Ui Profisiensi




Osgian Adminlsteazl Pendapatan

Pusat Layanan Akreditasi Bank Pacsepd
NO URAIAN Pemahon Akreditacl Ve Penstsuzahaan Atran Langzung ast
Sabputanal KAN Petugas Lajansn Alrodéasd itk et Bendahara Punetima et Persecke e Plegara
___ |PEMBAYARAN R | = A - I i | e e e SSESeEES e
© |Biaya akreditasi dapal ditayar Transfer ke Kas Negara dengan aplikasi Peatayaran ba K3t
SIMPONI olow LS: 4 ririrgedi I opan oay _ u:.nu!\
- Transfar melalui aplikas] SIMPONI; LPH langsung membayar ke Kas SAL aay LS 1
negara melaluf aplikasi SIMPONL Bukti pembayaran disampaikan ke Pusat
Layanan Akreditasi,
LS .bﬁ.....-. i — —— e b . — — —— | —— — — —_—— e —
pembzayaran LS ke 1:!.. r:«n:n: icq B h | i e e B —
masuk kedal d; |
Bengahara Ponerima membuat Kode Biling untuk pembayaran. ~. Ptz Il__ 1%
(= 3
| Tk
N I SN, M, SRS SN SRR | SANESUR, i !
Maerbied Wit B |
wh e ST Bas yd _ ]
Memprgadan boxd Pty rrandem. {
o Lo . A IR A SRR FRROSR * 1. .WA lllllll |
“ \. hl -
: I—— N i
10 |- Pusat Laysman Akreditas: ¥ Bays ahred; H H e 3 — i |
¢an bukli transfor kepada Bengahara Penedma untuk dituatkan kuitansi rangkap Fentbraian Eaﬂ.nm“ﬂ.a.murvu«wu_.. H
3 (lembar ¥ untuk Pemahon Akreditast, lembar 2 untuk Pelugas pemtxikuan b i) N £ |
tayanan, Gan lembar 3 untek arsip Bendanara Penesma). |
-8 3 Penenima yelengs an pembub hn.-w_r terjadi lebih |
bayar dari yang ditagi , Maka driasl akan - T
g Kopada f i untuk prosas — Ennd w.
pengem P sesuai p yang berfaku.
= Setiap bulan pembukuan P direk i dengnn
pembukLan yanan
@
Chlatan
Parhitungan sutalf &uuu akhut fahun untuk.
1 Auegdensdtoakredian, ik kegiainn diang: selesai opabila 1elah ddaksannkan siesmen lapangan

2

sutan tabunan, perfslungan permbelanan wion sezak Iaragal sobikol gureddas daiobikan adalah sedaga benkit
- Targgal semifinal ahreddas terbyd sabitdr tanggal 1 - 15, maka perniungan dianggap masuk 1 (satu) tWn di lahun bogalan
« Tanggat sertifhal akreddas torbd cekdtar tanggal 16 - 31, makn pechdungan dianggsp masuh 1 (satu) Bualan di tatuf Deskulnya




LAMPIRAN 1V

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN STANDARDISASI NASIONAL

JASA PENDIDIKAN STANDARDISASI
! Jasa Pusat Layanan Pelatihan Bagian
no URAIAN mﬂ_ﬂ-_wh__sunp_ Petugas Layanan vgwﬂﬁwsa PPR/BPP Bendahara Penerima it o mﬂ.ﬂﬂaﬁw '
INFORMASI LAYANAN —
lay : Pelatihan Pusat
o BSN

[l

Gedung | BRFT JI. M,H Thamrin No.8, Kebon Sirih, fakarta
[ Telp: 021 - 3927422 ext.164, Fax: 021 - 3927527
Host: 081210395089 Email: diklat@bsn.go.id

website: itatbsn go.is

In House Training

Jika Pemohon layanan yang sudzh terdaftar sebagal member dapat
ke proses Log In. Jika belum, pemohon melzkukan registrasi

sebagai member layanan pendidikan BSN melalui website diklat.bsn.go.id

St akan surat dan Mol kepada

layanan. jika i Mol L}

kemball MolJ yang telah di tanda tangani ke sekretariat
dikiat BSN. Jika pemohon tidak menyetujui, mzka lay2nan batal

Ke akan dengan hon untuk

kati 2genda In House Training. Jika Pemohon Melakukan

‘ ncaamnnsnum_uisuaaggs_ﬁsxo._nwm__:wm_;vo!.
Jika 't melalui LS bendzhara yang
Kode Billing SIMPON) adalah Bendahara Penerima

. Pembayaran Pelatthan [HT

[ yang telah pi persy dimintal
mentransfer biaya pelatihan (sesuai farf PP No. 62 Th. 2007)|
melalui sistem SIMPONI. Bukti transfer disampaikan ke sekretariat
diklat BSN.

pencatatan,




-

B

|-s iat dikiat meny data yanan dan bukli T

transfer kepada Bendahara Penerima untuk dibuatkan kuitansi Layanan
rangkap 3 (lembar 1 untuk Pemchon layanan; lembar 2 uniuk

Petugas Penatausahaan Layanan; dan lembar 3 untuk arsip Kwiansi 2
Bendahara Penerima). :

- Setlap liga bulan Akun Admin SIMPONI BSN direkonsilasi
dengan petugas penatausahaan layanan.

.|Proses Pelaksanaan Pelatihan IHT

|instruktur dan asisten pelatinan datang ke tempat pelatihan.| [ Peisthan diakzanaken Instruktur dan eaisten ke
|Pelatihan  dilaksanakan sesual dengan agenda yang felah|| e folasi polatiban.
disapakati, L] | 3

.|Penyerahan Hasil Layanan IHT

Tanggal penyerahan hasil layanan berdasarkan tanggal penandatanganan
settifikat

*[sertifikat peserta pelatitan dibwist berdasarkan pelatihan yang dilkuti

prediat hasil pelatihan. Kemudisn sekretariat mengirimkan seetifikat dan bukti
pengeniman dan tanda tetima dokumen kepada peserta paling lambat 10 han
kerja setelah pelaksanaan pelatihan, Pemohon mengirimkan kembali bukti
pengitiman dan tanda terima dokumen yang telah di isi sebagai bukti serifikat
tolah diterima dengan baik




P e W

-

N

bl

r-l"’

Public Tralning

lika Pernohan 1wdsh terdattar sebagai member, pemohan dapat
fangiung be proses Log In. fika betum, pemohon metakukan registrasi
sebagsi member pelavhan 858 melaiul website diklatbsn go.id

.-lni{a‘ﬂgzﬁx rima horfirmati tobagi taltar wiiting Il maka
tihan aks £ febh lsngut apsbila ada caton i
P4 yang mengundurban din

Fiea pamahon pelathan manik datam calon paterts Sebretariat peliniun shan
melabuban bondirmas ek uttortaan
Seketarizt kan menginmian sutat Uncdangan beserts kode bl _| 5/ ‘Diskom &

bng Berdabara
Feserta A ey " platy i
terdukan -

Rebeoieg R

[ oo ks ot s Beredatarn Kode Bl

MAngnmEan bucti Baysr ke alamat emanl EilarRiun go ﬁ

- Pemahon yang teian meleng an diminta _ = = 7 o kel

tiaya pelabihan {sesusi tant PP to. 52 Th 2007) melalul sistem| | Pertopamndaiid | | 1o o s / Sorman AT b s AP SRR A ...ﬁ

SIMPONI, Bukti tansfer disampaikan ke sebretarial diklat BSKN s N = .

. Selanjutnyn petugas penutausshaan layanan melakukan Im....l.a!-lsmm?. ]

|pencstatan tayanan, [t smmie | !

L

e dikiat meny dala pemohon pelatihan dan bukli - e Ponyrerais T B

|transfer Kepada B Penerima umiuk dibuatk, i Iayanan paation dan bel§ raraier

[rangksp 3 (lembar 1 unluk Pelugss pembukuan layanan pelatihan,

lembar 2 uniuk sexrefarial diklal: dan lembar 3 untuk arsip Fwtins 2 H ™
Bendanara Ponenma). ﬁ_ﬁﬁ. ! 1 il sl patn o e

Penerima i kan kwitansi ke Buky| - x P (L T
Kas Umum Foun MmO EBGON A
- Setigp tiga bulan Akun Admin SIMPONI BSN direkensilasi

dengan pambukuan layanan,

.|Proses Pelaksanaan Pelatihan Publik
.|Pesena satang ke lokasi patalinan sesual dangan sural undangan| | Pelathan Sikkesasiaz | ssubior e st be
pelatihan lemed  Iohozi padithion
.|Penyerahan Hasil Layanan Publik / _
| [ Targeal penyerarun hast pelathan berdataraan tanggal penandatanganan
| sertitiat emsérrna barsd Corifkat ot §
pelathan bara | dirinian ba prmiion |
St ikt priests pelititan dibuat Derdutadian pelatihan yang dokutl dan ot Bt T poiathan
predist hal pelatihan. Kemudian sekretanat kan torttieat dan buks
pengarman dan tand) terina dohieven Lepada peserts pabng birmtut 10 han

berja sateban parlah i Femohon memguimban bemdal tukti
ergs rrian dan Land tesirrs dobismien vang telah & nnseliapas bkt sertibat
telaby dhlerins derian baik

MONITORING
¥egiatan pelathon monitonng oten £k i din "__.ki .&..Eﬁﬂ:. ah
detetaphan, Dielon B ataa toang dan W

vang dlainansian setud dergan protedur yang bertibu
MoSVI2nng Pertyef JDIN ASTR130 240 hepar lan Sdakukan olaly 1ia1 peogeiols FPK
secark berkaia.




LAME?Y " 0

PERA vsthny haka A saADAN STANDARDISASE NASIONAL,

NOMOR
TENTANG

TAHUN 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 201S$
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN STANDARDISAS! NASIONAL

JASA INFORMASI STANDAR

Pusat Layanan Informatl Stander

Standar Petugas Loyansn

Petugss Peastausshean
Leyanan

PP BPP

INFORMAS!

Pemohon yang memeriukan informasi standar bisa
mendapatkan tsyanan dengan :

A. Datang L jesaleyanan
socera tunal ke Petugas Penateusahaan Layanan.

B. Molziui Tolepon/Fax/Email/SNI Onlina: jesa
layanan melaiki SIMPONI/ LS ke Rek. Bendshara
Penerimaan BSN.

Alamat : F di Pusat d:
Standardisati - BSN

|Gedung 1 BPPT Lantei dasar, JI. MH. Thamrin No.8, Jakarta
Pusat, Telepon : 021-317277/ 021-3917300/ 021-3917322,
Ext 233, 234 dan 235

E-mail : dokinfo@ben.go.id, Webste : www.bsn.go.d.
|ApEXasi : www.sniben.goid

{Perpustakaan buka : Senin - Jum'at : Pukud 08:30-15:00 WIB

DATARQG LARGSUNG

A- |DATARG LARGSUNG
] IPENERIMN\N LAYANAN
1 Pemohon Layanan datang tangsung ke Perpustakasn

{menghubungi Petugas Layanan untuk mendapatkan informasi
dan membaca terlebih dahuks (apabla diperiuken) dokumen
stander dengan mengisi Form Permintaan Dolasmen (sesual
form F.PUSIDO 5.0.1), atau

standaifreproduksi dengan mengisi Form
Dokumen rangkap 2 {sesuai form F, PUSIDO 5.0.4).
Selanjutnya form yang telsh diisi dikembakkan ke Petugas
Layanan.

2

Perpustakaan. Apsbia telsh seiessi Gbaca, dokumen
standar dikembakkan ke Petugas Layanan.
- membuat rincian biaya untuk

mating-mating
sesuai PP No. 62 Th 2007 pada Form Reproduksi Dokumen
bagi yang ingin mereproduksi dokumen standar.

PEMB/ BIAYA LAYANAN

- Apabia Pemohon Layenan menyetujul biaya reproduksi

memui isme LS atau F Y. Tunai:
LS; Layanan surat

bayaren LS yang pejabat
mbmmh%thmﬂkﬁmﬂ%w
Bendzhara Penerimaan, Dokumen standar sudah dapat
diterima Pemohon Laymn meum terbit SP2D. Copy SP2D

" ke Bendsh

Pembayaran Tunai; Pemotm Laysnan dapat metakukan
pembayaren tunai kepada Petugas Penatausshaan Layanan
sesual dengan fsian form reproduks! dokumen standar,
sebelum dlakuken reprodukst.

- Petugas D
jumiah blaya pada form veprodui::l dokumen dan

Petugas Layanan
Kwitansi pembayaran tunal rangkep 3: lembar 1 untuk
Pemahon Layanan; lembar 2 untuk dicatat dan diarsip oleh
Petugas Penatausshaan Layanan; dan lembar 3 diserahkan
ke Bendahara Penerimaan (kwitansi untuk Petugas
Layanan telah oleh

;’enerlmun).




;- 1Puant-Layznar Infermast Standar

" 1 Peatonon Intzmias . C e i e

.. _Ilnle_,.a.i......wi..-
. R N LT .. |- SFKIBPE! Tt oot T Dany. Parsersl
B i : Standar . Oetugye Leyeran Petojus Perativisnnn | petisgas SPM : i Pewsina” Aronlat purg | Sy e Negera

N SN A

PELAKSANAAN LAYANAN

€l

i
{

4 - Proses layanan dokumen standar dapat dilskukan setelah  {[53]
Pemohon Layanan melunasi pembayaran. Setelah @ |@
melzkukan pembayaran, petugas layanan mereproduksi
standarimemesankan dokumen athi. Proses by lﬁ oo

PENYERAHAN HASIL LAYANAN

3 |Dokumen standar yang tetah selesal diproses {reproduksi
SNUrep standar ash),
ke ke Petigas F \oyanan ()] | Pepntas
form reproduksi dokumen rangkap 2 _I
- Petugas Layanan )

menyerahkan dokumen standar, kwitansi pelunasan ﬁ
pembayaran tembar 1 dan form tanda terima dokumen
kepada Pemohon Layanen,

- Petugas F Layanan ip kwitansi
tembar 2, Form reproduks! dokumen

| PENATAUSAHAAN LAYANAN

6 - Petugas Penatausahaen Layanan setizp sore membuat
rekap penerimazn dan melaporkan kwitansi lembar 3 gfsﬂu_
untuk pembayaran tunai maupun transfer beserta peayetoen

pe 1_§<n un“t: p i penerimesa binal
tunai hari itu kepada Bendahara Penerimaan. )
- Selanjutnya 2 (dua) hari ketja berikutnya Bendahara Peayetoran

i y i tunai ke pencrimaan tnoi ke
Bendahara Penerimaan BSN/SSBP. Penecina

_....-._...)De«m—-.-—-------------—o-
i

7 Setiap tiga butan Akun Admin SIMPONI BSN direkonstlasi Ahsn SINPONI
dengan pembukuan layanan. he o e o -

B. |MELALUI S8NI ONLINE

|PENERIMAAN LAYANAN

1 - Pemohon Layanan apkkasi SNI
Onfine dan memitih dokumen SN yang diperiukan

- Apabila Pemohon layanan setuju dengan surat penawaran
denfeteu blaya yang dicantumkan sesuai PP No. 62 Tehun
2007, Pemohon Layanen p i
pembayaran, untuk selanjutnya petugas layanan menerbitkan
kode billing berupa 15 digit angka sebagai dasar
sesusi dengan sutat penawaran yang telah disetujul.

PEMBAYARAN BIAYA LAYANAN

- biaya rep dan ashi
standar asing dapat ddakukan meleli mekanisme LS atau
melelui apikasi SIMPONI :

Mekanisme LS; Pemohon Layanan membuat surat

LS yang i pejabat
yang berwenang ke Pusat Layanan Informasi Standar ¢q.
Bendahara Penerimaan. Dokumen stendar sudzsh dapat
citerima Pemohon Layanan setelgh terbit SP2D. Copy $P20
ke Bendzh

Aplikasi SIMPONI; Pemohon layanan metakukan
pembayeran sesuai dengan kode biling. Apabila telgh
'melakukan pembayeren, Pemohon layanan akan
mendapatkan nomor NTB dan NTPN yang selanjutnya
diinformasikan ke unit layanan.

- Bukti transfer disampaikan ke Pusat Layanan Informas!
melali emall dokinfo@bsn.go.id dengan mencantumkan
nomor penawaran.

3

:
:

B e e e




Petugas P e NFan .
3889«.-3:& 38338*53.55?3 wvﬁ _.|~u
yang ditransfer serta crosscheck di sistem Sl

- membuat kwitansi pembayeran transfer rangkap 3:
_oau 1 untuk Pemohon Layanan (s vuc-nva:&sﬁ-g
telah kunas den dokumen standar ekan dikiim, kwitans!
dikirim bersams dokumen; le: agnnggrn d
553 nﬂgggg an

ke (Form
nisis.s oleh u@n - . -y
_ ] _
|PELAKSANAAN LAYANAN
- Proses layanan dokumen SNI dapat dilakuken setelah Pemohon M @

Ss_u:
e — =] ==

PENYERAHAN HASIL LAYANAN

4 - Untuk dokumen yang akan dikirlm, Petugas Penstausshaan
Layanan menyiapkan 9-&:..58»3- untuk dikidm beserta Peayerahn
ewitansl peknasan lembar 1 kepada Pemohon Layanan, Dokumen oeﬁ.sgk T  whmen
tidak ekan
- Kasirf Petugas n Leyanan tembar )
penawaran. leg.!
NWZEEEEE
5 - Petugas Penatausshasn Layanan setizp soce m 2:!5 Menerima Kehanti
rekep penerimazn dan metsporkan kwitansi lembar 38 peryerrn
untuk pembayaran tunal maupun transfer beserta peneriman trat
dan [ ]
tunai hari itu kepaca Bendahara 325.8: Peayetorsa Wg
penecimonn knal ks

- Selanjutnya 2 —ggo&.gg Fry
e Penerima

§§ Penerimaan BSN/SSEP.

pembukuan layanan,

3 _w&.os.!.s»xak.iwivo | BSN direkonsilzsi dengan _
|




s _smruEHﬁEE

Eiibis AN LAYANAR

‘ T

vsesg Layanan yang meminta layanan baik reproduks] mz. \
reprodukei standar ating / pembefian dokumen asfi standar asing
melalui telepon / email / fax, akan mendapatkan penawaran harga
berisi ketersediaan

dokumen standar besesta rincian biaya (sesuzi tarif PP No. 62
._.5.5 2007) dan ditambeh biaya pengiriman (apabila dokumen

melalui surat p darl Pusat Layanan Informasi

_958 333—3 dokumen asli standar asing, rincian biaya
menunggu konfrmasi harga dari penerbit stendar bita 5.233_
harga tidek tersedia di seteleh

harga deri penerbit standar, Petugas fayanan mengirimkan surat
penawaran harga kepada Pemohon Layanan

- Apabita Pemchon layanan setuju dengan surat penawaran dan

petugas layanan menerbitkan
kode billing berupa 15 digit engka untuk pembayaran sesuai
dengan surat penawaran yang telah disetujui.

PEMBAYARAN BIAYA LAYANAN

- Pemohon Layanan biaya i SN / reproduksi

standar asing / pembetian dokumen ash standear asing melaii
eplkasi SIMPONI sesuai tarif PP No. 62 Tahun 2007, sebelum
proges rep. i dan p aslhi

biaya rep i dan ash
«3:9- asing dapat diakuken aose_ mekenisme LS atau melalui
aplikasi SIMPONI :

Mekanisme LS; Layanan surat

LSyang ¥ pejabat yang vo_igu:n ke
[Pusat Layanan Informasi Standar cq. Bendahara Penerimaan.
Dokumen standar sudzh dapat diterima Pemohon _-aﬁzs.- seteleh

terbit SP2D. Copy SP2D dikirh ke

Aplikasi S(MPONL; P tayanan

sesuai dengan kode biling. Apabila telsh melakukan pembayaran,
layanan akan nomor NTB dan NTPN yeng

sefanjutnya dinformasikan ke unit layanan.
- Bukti transfer disampaikan ke Pusat Layanan Informasi melalul
email dokinfo@bsn.go.id dengan mencantumkan nomor

SSBP ke Kas




a8l Prosipaan_ ]

#2ae Lirgwng Bencstans

PELAKSANAAN LAYANAN

u...n_ .nivmtouu Penatausahann —.Sa:!. ..!.

!v-uln_-lﬂlal._al. engecat kebenaran
yang diransler berta crosscheck di sistem GIMPONI

- membust kitam pembayaren Tanster rangkan 3;
tembar 1 untuk Pemohan Laysnan (apabla pembayaran
felah Rnae dan dotumen standar akan diinm,

), lembar 2 untuk

Qlctym bersams

Pewgrs Penatauzahaan Layanan don Sarsp; €an
lerrar 3 diseratican ke Bencahara vad_.ﬂiﬂ.u
kwatansl telah daiapkan oleh Bendahara Pencrin

ke penasan emea | kepac Pemmchon Lajanan. Dabummen

penswaran

litak akan chemian seoekam |
. Kasa! Fetapas Penatacsanaan Layanan mengaren lembar

IATALY 7

Petuges Penatacsahasn Layansn sefiop zor me .&%_
rekap penenmann dan melaporian kwitanc ler

kG sty kunal i Teier

tun bari a.-é-&uﬁﬂ!u v!z:..&.:_ "
Selsiniutyn 2 (dua) hari kerja berfectaya 8 ;

tunal he R

pembuiuan layanan

uoauﬁs. vnsn_.::u.am SN/SSEP.

Setiap bga bulan Akun Acmn SISON! 855 drekanslan dengan

Hank Persepsl /Xas Negars
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PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN STANDARDISASI NASIONAL

44 a
Jasa Permohonan Nomor Identifikasi Bank
Pusat Layanan IIN Baglan Administrasi Pendapatan Bank
an
Pemohon [IN PPK/ BPP Atasan Langsung | Persepsif
NO Petugas Layanan IIN M“Qis Pembukuan Bendahara Penerima Bendahara  |iaq Ne';sara
ayanan Penerima

1 ‘ormasi 1IN (Issuer Identification Number) dapat
menghubungi:

Pusat Layanan lIN di Pusat Kerjasama Standardisasi
Gd. BPPT |, JI. M.H. Thamrin No.8, Lantai 12
Telepon : 021 3927422 Pst.148/128 (Bowo/Rizki/Ketty), Fax :
021 3927527,
E-mail : bowe@bsn.go.id/ rizkirawati@bsn.go.id/
| ketty.prasetianty@bsn.go.id,
Website : www.bsn.go.id
2 |- Pemohon lIN yang telah mengetahui persyaratan dan proses
IIN dapat mengajukan surat permohonan lIN.
- Sekretariat Layanan Jasa IIN akan melakukan pengecekan
status permchonan [IN. Apabila pemohon IIN telah memiliki lIN,
maka permohenan akan ditolak dan informasi disampaikan ke
pemohon. Sedangkan, bila pemohon belum memiliki nomor N,
maka sekretariat akan menginformasikan persyaratan dan form
yang pertu dilengkapi dan dikembalikan kepada sekretariat.

3 {Pusat Layanan [IN akan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap dokumen pendaftaran pemohon IIN. Apabita pemohon
memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai standar ISO/IEC
7812 namun belum lengkap, maka diminta melengkapi.
Sedangkan bila telah lengkap, maka dapat dilanjutkan ke
proses selanjutnya
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- Pemohon layanan IIN yang telah melengkapl persyaratan
diminta mentransfer biaya permohonan dan pemrosesan IIN
langsung ke rekening Negara sesuai dengan surat Pembayaran
Biaya Proses Aplikasi dan Kode Billing dari Sistem Pembayaran
Online PNBP (SIMPONI) Bukti transfer disampaikan ke Pusat
Layanan IIN.

- Selanjutnya petugas pembukuan Ilayanan melakukan
pencatatan layanan.
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sauyda mdminlstrasi Pendapatan

Pusat Lisyaitiah it Bank
Alasan Langsund | Parsepsil
NO Pemohon [IN | Petugas Pembukuan PPKI BPP . ps
Bendahama Penerima Bandahara
Petugas Layanan [IN Layanan 5 5 Kas Negara
§ IS N SN S D N A S U . z
|- Pusat Layaran IIN am:u__mq.ml_.....nm_._.nm_m umaoam_._ N mm_._.m:rm o N W | .ﬂ%&ug _m
transfer kepada Bendahara Penerima unluk dibuatkan kuitansi layanan HIN dan bukt fransfer :
rangkap 3 (lembar 1 untuk Pemchon layanan IIN; lembar 2 "
untuk Petugas Penalausahaan Layanan IIN; dan lembar 3 Kwitansi 2 ! e
untuk arsip Bendahara Penerima). _ eahmnemabomemencennadenenPancocotan -H Bendahaa
- Bendahara Penerima selanjutnya melaksanakan pembukuan. Per 0.8 1o 472005
- Seliap tiga bulan Akun Admin SIMPON| BSN direkonsilasi Asun Admin SMFONL A
dengan pembukuan layanan. — 74
- Pelaksanaan Verifikasi Lapangan. Pasigsuian Wikt
- Jika hasil verifikasi lapangan dinyatakan memenuhi nmmw_ i s__.a
persyaratan, sekretarian akan meneruskan permohonan Lapangan
pemohon layanan ke American Bankers Association (ABA) 1
selaku registration authority ISONEC 7812 - -
Pengnformasian ke
Aplikan - B
Pelaksanaan i |
Verifikasi Iapangan
Perhakan i
Tidak QK oK ﬁ
_ Pemcozasan N1
oK ABA
| PENYERAHAN HASIL LAYANAN SRS | SR e « L e DML I ST e S
Apabila perselujuan permohonan IIN dari ABA telah keluar — -
akan segera diinformasikan kepada pemohon IIN berupa Surat Parselujuan daf ABA
pernyataan perihal nomor IIN yang diperoleh aplikan 7
Informast IN yang 4
Islah disetujui |
MendapataniiN.  }e———l ,
=




